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NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL

Menimbang

Mengingat

INDONESIA SEKTOR KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional perlu
menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang
Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional

Indonesia Sektor Kimia;

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6225);



Menetapkan

. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2

Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda
Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 821);

. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat
BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian.

Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga
Penilaian Kesesuaian.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan
berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya
disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan

penilaian kesesuaian.



(1)

Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut
LSPro adalah LPK milik pihak ketiga yang
mengoperasikan skema  sertifikasi produk untuk
memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang,
Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau
regulasi.

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian
Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan
tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau
Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
Skema Sertifikasi adalah aturan, prosedur, dan
manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian
kesesuaian terhadap Barang, Proses, dan/atau Jasa
dengan persyaratan acuan tertentu.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi.

Pasal 2
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Kimia

meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

a. Tisu;

b. Pasta gigi;

c. Shampo karpet;

d. Minyak atsiri;

e. Pemberantas nyamuk jenis bakar;
f. Tinta;

g. Biodiesel;

h. Polietilena;

[y

Resin polivinil klorida (PVC);
j- Korek api aman berbatang kayu;
k. Cat tembok;



(2)

(3)

(4)

[a—

Alkohol lemak;

Amoniak cair;

N

Asam klorida teknis;

o. Sampo pembersih rambut;

p. Arang; dan

q. Briket.

Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian
terhadap SNI Sektor Kimia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Kimia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pelaksanaan sertifikasi produk.

Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI
Sektor Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.

sertifikat yang diterbitkan sebelum diundangkannya
Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya masa sertifikat; dan
proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi
sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, tetap

dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 442

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Blro/ Sumber Daj\é':‘ié\.(lanusia, Organisasi, dan Hukum
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LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TISU

Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk

tisu sesuai dengan lingkup SNI:

No

Nama Produk

Persyaratan SNI

1.

Kertas tisu
pembersih
kemasan air
minum

SNI 8237:2016 Kertas dasar tisu
antiseptik kemasan air minum

Kertas tisu toilet

SNI 103:2017 Kertas tisu toilet

Kertas tisu muka

SNI 173:2017 Kertas tisu muka

Kertas tisu serbet

SNI 3344:2017 Kertas tisu serbet

Kertas tisu towel

SNI 7891:2017 Kertas tisu towel

SR IS Bl B B

Tisu basah

SNI 8526:2018 Tisu basah

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana

dimaksud dalam huruf A;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga yang Baik;

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk tisu.

Prosedur sertifikasi

Prosedur sertifikasi mencakup:

1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.




Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk tisu dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi
oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian —

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa,

untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam Ruang

Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk tisu,

BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1)

2)

3)

4)

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat



b.

C.

5)

6)

7)

secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

informasi produk:

1)
2)

3)

4)

o)

6)
7)

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi,

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi,

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk serta informasi
terkait kemasan primer produk,

daftar bahan baku,

label produk,

apabila tersedia, foto kemasan sekunder produk
yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah

depan, belakang, samping, dan bagian dalam.

informasi proses produksi:

1) nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik,



8)

9)

struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi,

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk,
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain,

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir,

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai,

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia,

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia,

bukti izin edar produk Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) sesuai peraturan

perundang-undangan,

10) menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan

paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan

terkait,

11) apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan

pada angka 10 belum tersedia, Pemohon dapat



2.
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menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro,
12) apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang
lingkup yang setara.
Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada butir 4,
butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu dilampirkan apabila
Pemohon melakukan pengemasan ulang produk yang
dihasilkan oleh pihak lain yang telah memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda

SNI (SPPT SNI).

Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

Penandatanganan perjanjian sertifikasi

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan
permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang

diusulkan untuk disertifikasi,
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi,

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji  yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi yang relevan dengan
pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk
disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan

evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud pada huruf A. Apabila
laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
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6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1

6.2

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan = pengendalian  dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;
kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit sebagaimana tercantum dalam huruf H.

bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk
dalam kemasan akhir,

pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.
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6.4

6.5

6.6
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Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf ¢, huruf d dan huruf e.

Dalam hal Pemohon melakukan pengemasan ulang
produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku
ketentuan berikut:

a. apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat
kesesuaian  produk atau Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2. dilakukan di lokasi
Pemohon pada tahapan pengemasan; atau

b. apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan

di lokasi Pemohon.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka

Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
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tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)

7.1

7.2

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan

hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
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keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
3) nama dan alamat LSPro;

4) nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
5) acuan ke perjanjian sertifikasi;

6) pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a) nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
c) nama dan alamat lokasi produksi; dan
d) informasi terkait proses sertifikasi.

7) status akreditasi atau pengakuan LSPro;

8) tanggal penerbitan sertifikat;

9) tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4
(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2
(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau
2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.
Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama
tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro atas
hasil sertifikasi sebelumnya.
Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui
kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang
akan beredar, penerima sertifikat harus
menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu
proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai
dilakukan surveilans pertama.
b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan
2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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Produk
s Kertas tisu
No 1;?)225 a?oléﬁﬁi:i Penjelasan Tahapan kritis Kertas Kgrtas Kgrtas Kertas Tisu pembersih
P P tisu toilet tisu tisu tisu towel basah kemasan air
muka serbet .
minum

Pemilihan bahan Pemilihan bahan baku harus | Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
baku memenuhi  persyaratan  yang

ditetapkan.
Penyiapan stok Penyiapan stok dilakukan dengan | Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
(apabila dilakukan) | metode tertentu yang

dikendalikan untuk mendapatkan

stok  sesuai persyaratan yang

ditetapkan.
Pembuatan Pembuatan lembaran, | Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
lembaran, pengepresan dan  pengeringan
pengepresandan dilakukan dengan metode tertentu
pengeringan yang dikendalikan untuk
(apabila dilakukan) | membentuk lembaran  sesuai

persyaratan yang ditetapkan.
Penambahan zat Penambahan zat antiseptik Tidak Tidak Tidak Tidak Berlaku Berlaku
antiseptik dilakukan dengan metode tertentu | berlaku berlaku berlaku berlaku

yang dikendalikan untuk

mendapatkan karakteristik tisu

sesuai persyaratan yang

ditetapkan
Pemotongan Pemotongan dilakukan dengan | Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
(cutting) metode tertentu yang

dikendalikan untuk menghasilkan

ukuran tisu sesuai persyaratan

yang ditetapkan
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Produk
o Kertas tisu
Tahapan kritis . D
No b duksi Penjelasan Tahapan kritis Kertas Kgrtas Kgrtas Kertas Tisu pembersih
proses produksi . . tisu tisu . .
tisu toilet tisu towel basah kemasan air
muka serbet .
minum
Pengemasan Pengemasan dilakukan sesuai | Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam SNI
Penandaan dan Penandaan dan pelabelan | Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku Berlaku
Pelabelan dilakukan sesuai dengan

persyaratan yang  ditetapkan
dalam SNI




I

H. Kelengkapan Minimal Peralatan Produksi termasuk Peralatan

Pengendalian Mutu Produk Tisu

No.

Nama Produk

Peralatan

1

Kertas tisu
toilet

Unit penyiapan stok dan mesin tisu, alat
pengukur pH, alat ukur freeness (bila
bahan bakunya pulp), alat pemotong,
alat pengukur dimensi, alat pengukur
berat,

Kertas tisu
muka

Unit penyiapan stok dan mesin tisu, alat
pengukur pH, alat ukur freeness (bila
bahan bakunya pulp), alat pemotong,
alat pengukur dimensi, alat pengukur
berat,

Kertas tisu
serbet

Unit penyiapan stok dan mesin tisu, alat
pengukur pH , alat ukur freeness (bila
bahan bakunya pulp), alat pemotong,
alat pengukur dimensi, alat pengukur
berat

Kertas tisu
towel

Unit penyiapan stok dan mesin tisu, alat
pengukur pH, alat ukur freeness (bila
bahan bakunya pulp), alat pemotong,
alat pengukur dimensi, alat pengukur
berat

Tisu basah

Unit penyiapan stok dan mesin tisu, bak
perendaman, alat pengukur pH, alat
ukur freeness (bila bahan bakunya
pulp), alat pemotong, alat pengukur
dimensi, alat pengukur berat

Kertas tisu
pembersih
kemasan air
minum

Unit penyiapan stok dan mesin tisu, bak
perendaman, alat pengukur pH, alat
ukur freeness (bila bahan bakunya
pulp), alat pemotong, alat pengukur
dimensi, alat pengukur berat
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LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PASTA GIGI

Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
pasta gigi sesuai dengan lingkup SNI:
No Nama Produk Persyaratan SNI
1. | Pasta gigi SNI 12-3524-1995 Pasta gigi
2. | Pasta gigi anak SNI 16-4767-1998 Pasta gigi anak
B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1.
2.

SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam huruf A;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor:
HK. 03.42.06.10.4556 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik;
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor:
HK. 03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 Tentang Metode
Analisis Kosmetika;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
Hk.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 Tentang Persyaratan
Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika;
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika,
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika,;
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8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan
Kosmetika; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
98 /MENKES/SK/II/1994 tentang Pengesahan Naskah Kodeks
Kosmetika Indonesia Edisi II Volume I sebagai Persyaratan
Mutu Bahan Kosmetika yang berlaku di Indonesia;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara
Pembuatan Kosmetik yang Baik;

10. Peraturan lain yang terkait dengan produk pasta gigi.

Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk pasta gigi dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produlk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk pasta
gigi, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi
1. Pengajuan permohonan sertifikasi
1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku
usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan
sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata
cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.
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1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan  persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan
merek dan perjanjian sub kontrak pelaksanaan
produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di
luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.
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b. informasi produk:

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yg
menunjukkan bentuk produk serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku; dan

label produk; dan

Apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang
diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan,

belakang, samping, dan bagian dalam.

c. informasi proses produksi:

S)

6)

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggungjawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran berat
produk akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk

yang tidak sesuai;
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7) dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

8) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia,

9) bukti izin edar produk (NA/NC) sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

10) menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

11) apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

12) apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang
lingkup yang setara.

Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada
butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu
dilampirkan apabila Pemohon melakukan pengemasan
ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang telah
memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.
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3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan
permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/ varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan  standar acuan metode uji = yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi yang relevan dengan
pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk
disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan

evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal

dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
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laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila
laporan hasil wuji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1

6.2.

. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan
terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

b. ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf G;

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu paling
sedikit berupa alat pencampur, alat pembersih, alat
pengisi pasta, alat pengukur berat, alat pengukur

suhu dan alat pengukur kelembaban;
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f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan

6.4.

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.

Dalam hal Pemohon melakukan pengemasan ulang
produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku
ketentuan berikut:

a. apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2. dilakukan di lokasi
Pemohon pada tahapan pengemasan.

b. apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat
kesesuaian  produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi

pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
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diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan

di lokasi Pemohon.

6.5. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,

LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.6. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen

proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)

7.1.

7.2.

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa
pabrik memiliki proses produksi yang didukung
dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk
menghasilkan produk yang secara konsisten dan
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh

Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.
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8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan

keputusan sertifikasi;

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1)
2)
3)
4)
S)

nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;

nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;
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6) pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a) nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
c) ama dan alamat lokasi produksi; dan
d) informasi terkait proses sertifikasi.

7) status akreditasi atau pengakuan LSPro;

8) tanggal penerbitan sertifikat;

9) tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4
(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang
10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2
(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau
2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.
Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama
tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro
atas hasil sertifikasi sebelumnya.
Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui
kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang
akan beredar, penerima sertifikat harus
menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu
proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai
dilakukan surveilans pertama.
b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan
2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.
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10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 (empat puluh dua) setelah
penetapan sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana

tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

2.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:
|
|

Dengan ukuran:

y

X
x[ L 4x | bx b3

N
N
o
X

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk pasta gigi

No. Tehapan kit st Penjelasan Tahapan kritis

produksi

1. Penimbangan Penimbangan bahan baku
dikendalikan  untuk  memastikan
keakuratan proporsi bahan dan
persyaratan yang diinginkan.

2. Pencampuran Pencampuran dilakukan pada suhu,
waktu dan kelembaban yang
dikendalikan untuk mendapatkan
campuran yang homogen.

2 Pembersihan kemasan | Pembersihan tabung dilakukan untuk

tabung menghilangkan partikel dan debu
sehingga didapatkan kemasan tabung
yang bersih.

4. Pengisian pasta ke Pengisian pasta dilakukan pada
dalam kemasan kondisi yang dikendalikan untuk
tabung memastikan pasta terisi ke dalam

tabung dengan benar.

B. Pengemasan Pengendalian kemasan yang berupa
kemasan tertutup, aman selama
penyimpanan dan pengangkutan

6. Penandaan Pemeriksaan penandaan pada
kemasan sesuai dengan SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
BAMBANG PRASETYA
o .
Salmar;f/gﬁsum dengan aslinya

1

—

4| ==

Iryaﬁa— Margahayu

ber Deijga Manusia, Organisasi, dan Hukum
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LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SHAMPO KARPET

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
shampoo karpet sesuai dengan lingkup SNI 19-4773-1998 Shampo
karpet.

B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

2.  SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam huruf A;

3. Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun
2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga yang Baik; dan

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk Shampo karpet.

C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk Shampo karpet dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk

Shampo karpet BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan Tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya

kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan
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merek dan perjanjian sub kontrak pelaksanaan
produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di
luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku; dan

label produk; dan

Apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang
diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan,

belakang, samping, dan bagian dalam

c. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggungjawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta

prosedur inspeksi bahan baku produk;
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dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran berat
atau volume produk dalam kemasan akhir;
dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

bukti izin edar produk Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) sesuai peraturan
perundang-undangan,;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada butir 10 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat

Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
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SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang
lingkup yang setara.
Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada
butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu
dilampirkan apabila Pemohon melakukan pengemasan
ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang telah
memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/ varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan
persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A
yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili
sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

sertifikasi;
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c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan  standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi yang relevan dengan
pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk
disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan

evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila
laporan hasil wuji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
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6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan,
sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan
higiene personel sesuai dengan ketentuan yang
berlaku tentang Cara Pembuatan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga yang Baik;

tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;
kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu paling
sedikit berupa reaktor untuk saponifikasi, alat
pengeringan, alat ekstrusi, alat pengisian gas
propelan, alat pengukur berat atau volume;

bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.
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6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan

6.4.

6.5.

6.6.

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.

Dalam hal Pemohon melakukan pengemasan ulang
produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku
ketentuan berikut:

a. apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2. dilakukan di lokasi
Pemohon pada tahapan pengemasan.

b. apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat
kesesuaian  produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan

di lokasi Pemohon.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka

Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
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tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)

7.1.

7.2.

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa
pabrik memiliki proses produksi yang didukung
dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk
menghasilkan produk yang secara konsisten dan
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh

Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan

hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
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keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Ser

tifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan

keputusan sertifikasi,

b. Ser

1.

A T ol

1

tifikat paling sedikit harus memuat:

nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;

nama dan alamat LSPro;

nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi,

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a.nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan

d. informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4
(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;
O0.tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2
(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau
2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.
Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama
tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro
atas hasil sertifikasi sebelumnya.
Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui
kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang
akan beredar, penerima sertifikat harus
menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu
proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai
dilakukan surveilans pertama.
b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan
2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 (empat puluh dua) setelah
penetapan sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana

tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

GNI

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk Shampo karpet

o : : 2 Bentuk produk
No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Cair Padat Aerosol
1 Pemilihan bahan baku dan Bahan baku dan bahan tambahan lainnya harus memenuhi persyaratan yang | perlaku berlaku berlaku
" | bahan tambahan lainnya ditetapkan
2. | Saponifikasi Proses saponifikasi dilakukan dengan reaktor pada suhu yang dikendalikan | perlaku berlaku berlaku
untuk menghasilkan reaksi saponifikasi yang konsisten
3. | Netralisasi Netralisasi dilakukan dengan metode tertentu dengan penambahan konsentrasi | perlaku berlaku berlaku
asam yang dikendalikan untuk mengikat kelebihan basa pada larutan
4. | Pengeringan Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan tekanan yang | berlaku berlaku berlaku
dikendalikan untuk memastikan sediaan shampo yang dihasilkan tidak
mengandung air yang berlebih
5. | Ekstrusi Proses ekstrusi dilakukan dengan alat ekstrusi pada kecepatan dan tekanan | Tidak Berlaku | Tidak
yang dikendalikan untuk menghasilkan padatan shampo yang kuat dan tidak | beraku beraku
mudah patah
6. | Penambahan gas propelan Penambahan gas propelan dilakukan dengan tekanan dan waktu yang | Tidak Tidak berlaku
dikendalikan untuk mendapatkan sediaan Shampo karpet yang diinginkan beraku beraku
Pengemasan Pengemasan dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan berlaku berlaku berlaku
Penandaan Penandaan pada kemasan sesuai dengan persyaratan SNI berlaku berlaku berlaku

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Sahn;an'sesuaj dengan aslinya
Kepala Bu}oq‘sﬁmbe Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR

NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MINYAK ATSIRI

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk

Minyak atsiri sesuai dengan lingkup SNI:

No Nama produk Persyaratan SNI
1. Minyak cendana SNI 06-0009-1987 Minyak cendana
2. Minyak jahe SNI 06-1312-1998 Minyak jahe
3. Minyak kemukus SNI 06-1507-2006 Minyak
kemukus
4. Minyak fuli SNI 06-2322-1991 Minyak fuli
Minyak nilam SNI 06-2385-2006 Minyak nilam
6. Minyak akar wangi | SNI 06-2386-2006 Minyak akar
wangi
7. Minyak daun SNI 06-2387-2006 Minyak daun
cengkih cengkih
Minyak pala SNI 06-2388-2006 Minyak pala
9. Minyak kulit kayu | SNI 06-3734-2006 Minyak kulit
manis kayu manis
10. Minyak gagang SNI 06-4347-1996 Minyak gagang
cengkeh cengkeh
11. Minyak ylang-ylang | SNI 06-7224-2006 Minyak ylang-
ylang
12. Minyak gaharu SNI 06-7227-2006 Minyak gaharu
buaya buaya
13. Minyak terpentin SNI 7633-2011 Minyak terpentin
14. Minyak masohi SNI 8285:2016 Minyak masohi
15. Minyak kayu putih | SNI 3954:2014 Minyak kayu putih
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16. Minyak bunga SNI 06-4267-1996 Minyak bunga
cengkeh cengkeh
17. Minyak lawang SNI 06-1763-1990 Minyak lawang,

mutu dan cara uji

18. Minyak kenanga SNI 06-3949-1995 Minyak

kenanga, mutu dan cara uji

19. MInyak Sereh SNI 06-3953-1995 Minyak sereh,

mutu dan cara uji

20. Minyak Gandapura | SNI 06-3782-1995 Minyak

gandapura, mutu dan cara uji

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam huruf A; dan

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Minyak atsiri.

Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk Minyak atsiri dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk
Minyak atsiri, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup
yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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E. Tahapan sertifikasi

1.

Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai Tata

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian

Berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang

mengikat secara hukum tentang penunjukkan



-50 -

sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder produk
yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah

depan, belakang, samping, dan bagian dalam.

c. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian

rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
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atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada butir 10 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang
lingkup yang setara.

Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada butir 4,
butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu dilampirkan apabila
Pemohon melakukan pengemasan ulang produk yang
dihasilkan oleh pihak lain yang telah memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda

SNI (SPPT SNI).
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2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan  standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi yang relevan dengan
pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk
disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan

evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
S5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:
a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi

produk dan proses produksi yang disampaikan
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Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud pada huruf A. Apabila
laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi

kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan = pengendalian  dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada

tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;
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e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit sebagaimana tercantum dalam huruf H.

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

1. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf ¢, huruf d dan huruf e.

Dalam hal Pemohon melakukan pengemasan ulang
produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku
ketentuan berikut:

a. apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2. dilakukan di lokasi

Pemohon pada tahapan pengemasan.
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b. apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan

di lokasi Pemohon.

6.5 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.6 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.
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7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

Penetapan keputusan sertifikasi
8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;
b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
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nama dan alamat LSPro;
nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

o g kW

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan

d. informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang
10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2
(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau
2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.
Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama
tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro
atas hasil sertifikasi sebelumnya.
Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui
kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang
akan beredar, penerima sertifikat harus
menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu
proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.
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b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan
2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:




-59 -

G. Tahapan kritis proses produksi produk Minyak atsiri

Tahapan kritis proses

No Penjelasan tahapan kritis
produksi
1 Pemilihan bahan baku Bahan baku dan pelarut organik harus
dan pelarut organik, memenuhi persyaratan yang ditetapkan
apabila digunakan
2 | Pengeringan bahan Pengeringan bahan baku dilakukan pada suhu
baku dan waktu yang dikendalikan untuk
(apabila dilakukan) menghasilkan bahan baku yang kering
3 | Perajangan bahan baku | Perajangan bahan baku dilakukan baik secara
(apabila dilakukan) manual maupun otomatis, dengan metode
yang dikendalikan untuk menghasilkan
ukuran bahan baku sesuai yang diinginkan

4 | Ekstraksi Proses ekstraksi dilakukan dengan

(apabila dilakukan) mencampurkan bahan baku dengan pelarut
organik yang dilakukan pada tekanan dan
suhu yang dikendalikan untuk menghasilkan
minyak atsiri sesuai yang diinginkan

5 | Evaporasi Proses evaporasi dilakukan pada tekanan dan

(apabila dilakukan) suhu yang dikendalikan untuk menghasilkan
minyak atsiri sesuai yang diinginkan

6 | Penyulingan/destilasi Proses penyulingan dilakukan pada tekanan

(dengan sistem rebus/ dan suhu yang dikendalikan untuk
air dan uap/uap menghasilkan minyak atsiri sesuai yang
langsung)- diinginkan

(apabila dilakukan)

7 | Separasi Proses separasi dilakukan pada suhu yang
dikendalikan wuntuk menghasilkan minyak
atsiri yang terpisah dengan air dari proses
penyulingan

8 | Penyaringan/ filtrasi Proses penyaringan dilakukan dengan mef
tertentu yang dikendalikan untuk menghasil
minyak atsiri yang bebas dari pengotor

9 Pencampuran/blending | Proses pencampuran minyak atsiri yang
sejenis dilakukan dengan metode tertentu yang
dikendalikan untuk menghasilkan minyak
atsiri yang homogen

10 | Pengemasan Produk dikemas berdasarkan persyaratan yang

ditetapkan
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No

Tahapan kritis proses
produksi

Penjelasan tahapan kritis

11

Penandaan

Penandaan

dilakukan berdasarkan

persyaratan SNI

H. Kelengkapan Minimal Peralatan Produksi termasuk Peralatan

Pengendalian Mutu Produk Minyak atsiri

Minyak gagang cengkeh

No. Nama Produk Peralatan

1 Minyak nilam, Minyak unit  penyulingan, unit ekstraksi
daun cengkih, Minyak (apabila dilakukan), unit separasi, alat
gagang cengkeh dan saring, alat pfangukur berat, alat uji

i densitas material (hygrometer).

Minyak bunga cengkeh

2 Selain Minyak nilam, | unit  penyulingan, unit ekstraksi
Minyak daun cengkih, (apabila dilakukan), unit separasi, alat

saring, alat pengukur berat.

Kepala Biro

dan Minyak bunga
cengkeh
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
BAMBANG PRASETYA

—

Salinan sesuai dengan aslinya

-Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
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LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PEMBERANTAS

NYAMUK JENIS BAKAR

Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk

Pemberantas nyamuk jenis bakar yaitu sediaan padat berbentuk

spiral yang mengandung bahan aktif insektisida yang diizinkan

khususnya untuk keperluan rumah tangga dengan bahan yang

dapat dibakar, harus berasap, tanpa menimbulkan nyala ulang

dan percikan api.

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1.
2.

SNI 06-3566-1994 Pemberantas nyamuk jenis bakar;

SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana

dimaksud dalam huruf A;

Persyaratan bahan aktif yang tercantum dalam:

- SNI 7191.1:2008 d-aletrin dalam anti nyamuk - Bagian 1:
Bakar;

- SNI 7192.1:2008 Transflutrin dalam anti nyamuk - Bagian 1:
Bakar;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga yang Baik;

Peraturan lain yang terkait dengan produk Pemberantas

nyamuk jenis bakar.


http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/3952
http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/7424
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Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk Pemberantas nyamuk jenis bakar dilakukan oleh
LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC
17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk
sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk
Pemberantas nyamuk jenis bakar, BSN dapat menunjuk LPK
dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi
1. Pengajuan permohonan sertifikasi
1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku
usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan
sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata
cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
a. informasi Pemohon:

1) nama pemohon, alamat pemohon, serta nama
dan kedudukan atau jabatan personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi,

2) bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

3) pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang



4)

5)

6)

7)
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pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia,

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain,

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain,

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia,

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

. informasi produk:

1)
2)

3)

4)

S)
6)

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi,

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi,

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk serta informasi
terkait kemasan primer produk,

daftar bahan baku,

label produk,



7)
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apabila tersedia, foto kemasan sekunder produk
yang diajukan wuntuk disertifikasi, dari arah

depan, belakang, samping, dan bagian dalam.

. informasi proses produksi:

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik,
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi,

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk,
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain,

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir,

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai,

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia,

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia,

bukti izin edar produk Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) sesuai peraturan yang
berlaku,

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan

sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan



-65 -

produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait,

11) apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada butir 10 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro,

12) apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan
permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro
menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI 06-
3566-1994 yang diperlukan untuk pengujian produk dan

mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;
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b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan  standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi yang relevan dengan
pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk
disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan

evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

2. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI 06-
3566-1994. Apabila laporan hasil uji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu
dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk
yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau



6.2
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pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan,
sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan
hygiene personel sesuai dengan ketentuan yang
berlaku tentang Cara Pembuatan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga yang Baik;

tahapan Kkritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;
kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa alat pencampur, alat pencetakan koil,
alat pengeringan, dan alat pengukur berat.

bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk
dalam kemasan akhir,

pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.
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6.3 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf ¢, huruf d dan huruf e.

6.4 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.
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7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

Penetapan keputusan sertifikasi
8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi,
b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
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nama dan alamat LSPro;

nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a) nama, merek, dan spesifikasi produk
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c) nama dan alamat lokasi produksi; dan

d) informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

yang

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,;
dan/atau

2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.
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b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan
2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran: v

Ji

JN

§ Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk Pemberantas Nyamuk Jenis Bakar
No Tahapan kritis proses produksi Penjelasan Tahapan kritis
1. Pemilihan bahan baku dan bahan aktif Pemilihan bahan baku dan bahan aktif harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahan aktif d-aletrin harus sesuai dengan SNI 7191.1:2008 d-aletrin dalam anti
nyamuk — Bagian 1: Bakar;
- Bahan aktif Transflutrin harus sesuai dengan SNI 7192.1:2008 Transflutrin dalam
anti nyamuk - Bagian 1: Bakar
2. Pencampuran Pencampuran bahan baku dan bahan aktif dilakukan dengan metode tertentu yang
dikendalikan untuk mendapatkan campuran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
3. Pembuatan lembaran Pembuatan lembaran dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk
membentuk lembaran dengan ketebalan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
ay Pencetakan koil Pencetakan koil dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan
bentuk dan ukuran koil sesuai yang diinginkan
5. Pengeringan koil Pengeringan koil dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk
mendapatkan koil dengan kadar air sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan kelipatan 5 (lima) pasang spiral dalam wadah yang
tertutup baik dan tahan selama pengangkutan dan penyimpanan.
7. Penandaan Kemasan harus diberi label sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
BAMBANG PRASETYA
FaDIS 4 s, .
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TINTA

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk

tinta sesuai dengan lingkup SNI:

No Nama Produk Persyaratan SNI
1. | Tinta stensil SNI 06-0147-1987 Tinta stensil hitam
2. | Tinta cap SNI 06-1567-1989 Tinta cap

SNI 06-1013-1989 Tinta cap untuk
karung plastik polipropilen

Tinta sidik jari SNI 06-1568-1989 Tinta sidik jari
4. | Tinta cetak SNI 06-2376-1991 Tinta cetak
prangko prangko

B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1.
2.

SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam huruf A;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 /M-
DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada
Barang; dan

Peraturan lain yang terkait dengan produk tinta.

C. Prosedur sertifikasi

Prosedur sertifikasi mencakup:

1.
2.

evaluasi awal, dan

inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.
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Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk tinta dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi
oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian —

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa,

untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam Ruang

Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk tinta,

BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1)

2)

3)

4)

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat



b.

C.

5)

6)

7)
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secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

informasi produk:

1)
2)

3)

4)

o)

6)
7)

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder produk
yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah

depan, belakang, samping, dan bagian dalam.

informasi proses produksi:

1) nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;



8)

9)
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struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan

terkait;

10) apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan

pada butir 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro; dan
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11) apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang
lingkup yang setara.
Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud
pada butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu
dilampirkan apabila Pemohon melakukan pengemasan
ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang
telah memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

sertifikasi;



-78 -

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud pada huruf A. Apabila
laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.



6.2

6.3
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Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk;

kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf
G;pengendalian mutu, paling sedikit berupa alat
pembuat varnish, alat pendispersi, dan alat
pengukur volume;

bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik



6.4

6.5

6.6
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atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf ¢, huruf d dan huruf e.

Dalam hal Pemohon melakukan pengemasan ulang
produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku
ketentuan berikut:

a. apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat
kesesuaian  produk atau Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2. dilakukan di lokasi
Pemohon pada tahapan pengemasan.

b. apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau  Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan

di lokasi Pemohon.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat wuntuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.
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7. Tinjauan (Review)

7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

7.2

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;
b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;
nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

AN o

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a) nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c) nama dan alamat lokasi produksi; dan

d) informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;
tanggal penerbitan sertifikat;
tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4
(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2.  Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan

penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh

BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN

mengenai

tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

= i

Keterangan:
y=11x
r =0,5x

G. Tahapan kritis proses produksi produk tinta

Tahapan kritis
No ) Penjelasan tahapan kritis
proses produksi

1 Pemilihan bahan | Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang
baku ditentukan.

2 Pembuatan Pembuatan varnish dilakukan dengan metode
varnish tertentu pada suhu dan waktu pemanasan yang

dikendalikan untuk menghasilkan larutan
varnish dengan reologi, daya rekat dan

ketahanan abrasi yang diinginkan

3 Dispersi pigmen | Dispersi pigmen dilakukan dengan alat
pendispersi pada kecepatan dan suhu yang

dikendalikan untuk menghasilkan tinta dengan
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No Tahapan kritis. Penjelasan tahapan kritis
proses produksi

ketahanan warna yang diinginkan serta
mencegah terjadinya overheating yang dapat
merusak reologi dari tinta yang dihasilkan

-+ Pengemasan Pengemasan dilakukan berdasarkan persyaratan
SNI dan peraturan terkait

5 Penandaan Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan
SNI dan peraturan terkait

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

e
—— ——

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK BIODIESEL

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
biodiesel yang merupakan bahan bakar nabati berupa ester metil

dari asam-asam lemak.

B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI 7182:2015 Biodiesel;

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 7182:2015;

3. Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi Nomor 100K/10/DJE/2016 tentang Standar
dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis
Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain; dan

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk biodiesel.

C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
a) evaluasi awal, dan

b) inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk biodiesel dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk

biodiesel, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak

pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
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apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk;

daftar bahan baku; dan

label produk.

c. informasi proses produksi:

1)
2)

3)

4)

S)

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian

rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
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atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, , dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

6) dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

7) dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

8) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

9) menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

10) apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada butir 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

11) apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.
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3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
7182:2015 yang diperlukan untuk pengujian produk dan
mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar  acuan metode  uji  yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang

mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
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7182:2015. Apabila laporan hasil wuji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu

dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk

yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi

kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan = pengendalian  dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;
kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa reaktor, unit pencucian, unit
pengeringan, alat sentrifugasi, alat titrasi, instrumen
gas chromatography (GC), alat pengukur berat dan
alat pengukur volume.

bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau

hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
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disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan hurufe.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat wuntuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.
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7. Tinjauan (Review)

7.1

7.2

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;
b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya,;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;
nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

AN o

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a) nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c) nama dan alamat lokasi produksi; dan

d) informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;
tanggal penerbitan sertifikat;
tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4
(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan

penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh

BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN

mengenai

tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

= i

Keterangan:
y=11x
r =0,5x

G. Tahapan kritis proses produksi produk biodiesel

Tahapan kritis proses

No. ) Penjelasan tahapan kritis
produksi

1 Pemilihan bahan baku | Bahan baku harus memenuhi persyaratan

yang ditetapkan atau peraturan yang terkait

2 | Pembuatan ester Pembuatan ester dilakukan dengan metode
(esterifikasi atau tertentu pada suhu yang dikendalikan
transesterifikasi) berdasarkan bahan baku yang digunakan

untuk menghasilkan campuran biodiesel

sesuai spesifikasi yang diinginkan

3 Separasi Separasi dilakukan dengan metode tertentu
yang dikendalikan untuk memisahkan

biodiesel dengan gliserin
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N Tahapan kritis proses
0.
produksi

Penjelasan tahapan kritis

4 Pencucian

Pencucian  dilakukan dengan  metode
tertentu yang dikendalikan untuk
membersihkan/ menghilangkan kandungan

gliserin yang masih terdapat dalam biodiesel

) Pengeringan

Pengeringan dilakukan dengan dengan
metode tertentu pada suhu yang
dikendalikan untuk menghilangkan air yang

tersisa dari proses pencucian
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK POLIETILENA

A.

Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
polietilena:
No Nama Produk Persyaratan SNI
1. | Polietilena SNI 06-6520-2001 Resin polietilena
untuk film

SNI 06-0939-2006 Polietilena densitas
tinggi (HDPE) untuk botol plastik

SNI 06-1315-2006 Polietilena densitas
rendah (LDPE/LLDPE) untuk kantong

dalam dari karung pupuk

SNI 7593:2010 Polietilena massa jenis
tinggi (high density polyethylene/ HDPE)

untuk bahan baku pipa air minum

SNI 7808:2012 Bijih plastik polietilena

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1.
2.

SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam huruf A;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 /M-
IND/PER/4/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem
Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;

Peraturan lain yang terkait dengan produk polietilena.
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Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk polietilena dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk
polietilena, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi
1. Pengajuan permohonan sertifikasi
1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku
usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan
sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata
cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
a. informasi Pemohon:

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan personel  yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang

pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
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dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk, serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku; dan

label produk.
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informasi proses produksi:

1.
2.

10.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada butir 9 belum tersedia, Pemohon dapat

menyampaikan sampel produk kepada LSPro
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untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan wuntuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang

dipersyaratkan; dan
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d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau

asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a.

Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila
laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi

kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
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Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf G;
kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa reaktor, wunit pengering, alat
pengukur densitas dan alat pengukur berat;

bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk
dalam kemasan akhir,

pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan

sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik

atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
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implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.

6.4 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat wuntuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.
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8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi,
Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;

nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

gk b

acuan ke perjanjian sertifikasi;
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pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a) nama, merek, dan spesifikasi produk
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c) nama dan alamat lokasi produksi; dan

d) informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

yang

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.
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10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh
BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk Polietilena

No

Tahapan kritis ) o
) Penjelasan tahapan kritis
proses produksi

Pemilihan bahan Bahan baku harus memenuhi

baku persyaratan yang ditetapkan

Polimerisasi Polimerisasi dilakukan dengan metode

tertentu pada suhu dan tekanan reaktor
yang dikendalikan untuk menghasilkan
slurry polymer sesuai dengan spesifikasi

yang diinginkan

Pengeringan Pengeringan dilakukan dengan metode

tertentu yang dikendalikan untuk
menghilangkan sisa pelarut hidrokarbon

yang masih terkandung pada polimer

Ekstrusi Ekstrusi dilakukan dengan metode

tertentu yang dikendalikan untuk
menghasilkan padatan (pellet/bijih)
polietilena sesuai dengan spesifikasi yang

diinginkan

Pengemasan Pengemasan dilakukan berdasarkan

persyaratan SNI

Penandaan Penandaan dilakukan berdasarkan

persyaratan SNI dan peraturan terkait

Kepala Biro
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK RESIN POLIVINIL
KLORIDA (PVC)

Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
Resin Polivinil Klorida (PVC) dalam bentuk bubuk hasil proses
polimerisasi suspense dari monomer vinil klorida dengan No. CAS

9002-86-2.

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI 59:2017 Resin polivinil klorida (PVC);

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 59:2017;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 /M-
IND/PER/4/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem
Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;
dan

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk PVC.

Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian
Sertifikasi produk resin PVC dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian

Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
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Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud

dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk resin

PVC, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek

yang mensubkontrakkan proses produksinya
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kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.

2.

5.
6.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk, serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku; dan

label produk.

c. informasi proses produksi:

1)
2)

3)

4)

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
truktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan

produk yang diajukan untuk disertifikasi,
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termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada butir 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.
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Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada
butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu
dilampirkan apabila Pemohon melakukan pengemasan
ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang telah
memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
59:2017 yang diperlukan untuk pengujian produk dan
mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan wuntuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.
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5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

1.

Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
59:2017. Apabila laporan hasil wuji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu
dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk
yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi

kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan = pengendalian  dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
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d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa reaktor, kolom stripping, unit
pengering, alat pengukur kadar air dan alat
pengukur berat.

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf ¢, huruf d dan huruf e.

Dalam hal Pemohon melakukan pengemasan ulang
produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku
ketentuan berikut:

a. apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat

kesesuaian produk atau Surat Persetujuan
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Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
Pemohon pada tahapan pengemasan; atau

b. apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan

di lokasi Pemohon.

6.5 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.6 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan

produk yang secara konsisten dan memenuhi
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persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi
8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan

keputusan sertifikasi;
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b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1.

AU A

10.

nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;

nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;

nama dan alamat LSPro;

nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a)

b)
)

d)

nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

nama dan alamat lokasi produksi; dan

informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan

tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu
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proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai
dilakukan surveilans pertama.
b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan
2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh
BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x

2x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk Resin Polivinil Klorida (PVC)

No

Tahapan kritis proses
produksi

Penjelasan tahapan kritis

Pemilihan bahan
baku

Bahan baku harus memenuhi persyaratan

yang ditetapkan

Polimerisasi

Polimerisasi  dilakukan dengan metode
tertentu pada suhu reaktor yang dikendalikan
untuk menghasilkan derajat polimerisasi yang

sesuai

Stripping

Stripping dilakukan dengan metode tertentu
yang dikendalikan untuk meminimalisir
kelebihan VCM yang dihasilkan pada produk
akhir

Pengeringan

Pengeringan dilakukan pada suhu yang
dikendalikan untuk menghilangkan kelebihan
zat yang mudah menguap (termasuk air) pada
produk akhir

Pengemasan

Pengemasan dilakukan berdasarkan

persyaratan SNI dan peraturan terkait

Penandaan

Penandaan dilakukan berdasarkan

persyaratan SNI dan peraturan terkait
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LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KOREK API AMAN
BERBATANG KAYU

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksana sertifikasi produk

Korek api aman berbatang kayu.

B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI 12-3525-1994 Korek api aman berbatang kayu;

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 12-3525-1994;

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk korek api aman

berbatang kayu.

C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
a) evaluasi awal, dan

b) inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk Korek api aman berbatang kayu dilakukan oleh
LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC
17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk
sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk

Korek api aman berbatang kayu, BSN dapat menunjuk LPK dengan
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ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan

resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
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di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk dalam kemasan primer yang diajukan
untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan
samping), serta informasi terkait kemasan primer
produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan
tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi,
dari arah depan, belakang, samping, dan bagian

dalam.

c. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan

produk yang diajukan untuk disertifikasi,
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termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada butir 8 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.
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2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI 12-
3525-1994 yang diperlukan untuk pengujian produk dan
mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan wuntuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:
a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.



-127 -

Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI 12-
3525-1994. Apabila laporan hasil uji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu
dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk
yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi

kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan = pengendalian  dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;
kelengkapan serta fungsi peralatan produksi

termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
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sedikit berupa alat pemotong, wadah pencampur,
wadah pencelup, dan alat pengukur panjang;

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

h. penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di

gudang akhir produk yang siap diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf ¢, huruf d dan huruf e.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat wuntuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.
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7. Tinjauan (Review)

7.1

7.2

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses
evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;
nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi,

A T ol

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a) nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

b) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c) nama dan alamat lokasi produksi; dan

d) informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang
10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2
(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
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1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh
BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.



2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah
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memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

SNl

Dengan ukuran:

XGe'e

x

SNl

x

T

y

XGL'y

7x

4x

Keterangan:
y=11x
r =0,5x

G. Tahapan kritis proses produksi produk Korek api aman berbatang kayu

No | Titik kritis proses produksi | Penjelasan titik kritis

1. | Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

2. Pemotongan Pemotongan dilakukan dengan metode tertentu
dengan metode yang dikendalikan untuk
mendapatkan produk yang sesuai dengan
persyaratan

3. Pencelupan batang korek Pencelupan batang korek dilakukan dengan

menambahkan bahan kimia tambahan untuk
mendapatkan produk yang sesuai dengan

persyaratan
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4. | Pencelupan kepala korek Pencelupan kepala korek dilakukan dengan
menambahkan campuran fosfor dengan metode
tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan

produk yang sesuai dengan persyaratan

5. Penandaan Penandaan dilakukan harus memenuhi

persyaratan yang ditetapkan

6. | Pengemasan Penpengemasan dilakukan harus memenuhi

persyaratan yang ditetapkan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK CAT TEMBOK

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
cat tembok emulsi untuk dekoratif dalam ruangan (interior) dan

luar ruangan (eksterior).

B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI 3564:2014 Cat tembok emulsi;
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 3564:2014;

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk cat tembok.

C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk cat tembok dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk cat
tembok, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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E. Tahapan sertifikasi

1.

Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang

mengikat secara hukum tentang penunjukkan
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sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk dalam kemasan primer yang diajukan
untuk disertifikasi, serta informasi terkait
kemasan primer produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan
tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi,
dari arah depan, belakang, samping, dan bagian

dalam.

c. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan

rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
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rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

7. dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.
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3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
3564:2014 yang diperlukan untuk pengujian produk dan
mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan wuntuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar  acuan metode  uji  yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang

mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
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5.2.
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3564:2014. Apabila laporan hasil wuji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu
dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk
yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1

6.2

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

b. ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa alat pencampur (mixing), alat
penyaring dan alat pengukur berat;

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa

peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
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6.4

6.5
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Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i.  penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di

gudang akhir produk yang siap diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk
tersebut dan dan tahapan kritis proses produksi

sebagaimana diuraikan pada huruf G.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat wuntuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.
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7. Tinjauan (Review)

7.1

7.2

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.
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8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;
b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya,;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;
nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

AN o

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan,;

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan

d. informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10.tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang
10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2
(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:
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a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau
2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.
Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama
tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro
atas hasil sertifikasi sebelumnya.
Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui
kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang
akan beredar, penerima sertifikat harus
menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu
proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai
dilakukan surveilans pertama.
b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan
2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh
BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

= i

Keterangan:
y=11x
r =0,5x

G. Tahapan kritis proses produksi produk cat tembok

Tahapan kritis proses
No ) Penjelasan tahapan kritis
produksi

1 | Penerimaan bahan baku Bahan baku harus memenuhi persyaratan

yang ditetapkan

2 | Pencampuran (mixing) Pencampuran dilakukan berdasarkan
komposisi tertentu untuk mendapatkan
larutan homogen sesuai dengan spesifikasi

produk yang telah ditentukan

3 | Pewarnaan (colour Pewarnaan dilakukan dengan ketepatan

matching) komposisi dan waktu tertentu untuk

mendapatkan spesifikasi produk yang telah
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No Tahapan kritis proses Penjelasan tahapan kritis
produksi

ditentukan

4 | Penyaringan Penyaringan dilakukan dengan metode
tertentu untuk mendapatkan produk akhir
yang bebas dari benda asing (pengotor)

5 | Pengemasan Pengemasan  dilakukan sesuai dengan
persyaratan pada SNI

6 | Penandaan Penandaan  dilakukan  sesuai dengan
persyaratan pada SNI

Kepala Blri\
N\
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK ALKOHOL LEMAK

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
alkohol lemak dari minyak kelapa atau inti sawit yaitu produk
oleokimia hasil fraksinasi dari hidrogenasi trigliserida atau ester
minyak kelapa atau inti sawit, dapat berupa alkohol lemak jenuh

dan tak jenuh.

B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI 01-6100-1999 Alkohol lemak dari minyak kelapa atau inti
sawit;
SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 01-6100-1999;

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk alkohol lemak.

C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk alkohol lemak dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk

alkohol lemak, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggung jawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya

kepada pihak lain, menyertakan bukti
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kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

5.
6.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk;

daftar bahan baku; dan

label produk

c. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak

lain;
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dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.
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2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI 01-
6100-1999 yang diperlukan untuk pengujian produk dan
mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:
a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
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b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI O1-
6100-1999. Apabila laporan hasil wuji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu
dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk
yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan
terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

b. ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G.
Untuk proses produksi selain yang diuraikan pada
huruf G, maka tahapan kritis proses produksi

disesuaikan dengan proses produksi tersebut;
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e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa reaktor, alat pengukur berat dan alat
pengukur volume;

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i.  penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di

gudang akhir produk yang siap diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin

konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
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Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)

7.1

7.2

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan

hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
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keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;
b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
3. nama dan alamat LSPro;
4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
S. acuan ke perjanjian sertifikasi;
6. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;
b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
c. nama dan alamat lokasi produksi; dan
d. informasi terkait proses sertifikasi.
status akreditasi atau pengakuan LSPro;
tanggal penerbitan sertifikat;
tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4
(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan
10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari
personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan

penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh

BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN

mengenai

tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.
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2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:
Dengan ukuran:

k i

JN

G. Tahapan kritis proses produksi produk alkohol lemak

XQZ 4

XGL V

Keterangan:
y=11x
r =0,5x

Tahapan kritis proses
No. Penjelasan tahapan kritis
produksi

1 | Pemilihan bahan baku Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang

ditetapkan atau peraturan yang terkait

2 | Transesterifikasi Proses transesterifikasi dilakukan dengan
metode tertentu pada suhu yang dikendalikan
untuk menghasilkan fatty acid methyl ester

(FAME) sesuai spesifikasi yang diinginkan

3 | Fraksionasi Proses fraksionasi dilakukan dengan metode
tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan

metil ester sesuai spesifikasi yang diinginkan

4 | Hidrogenasi Hidrogenasi dilakukan dengan metode tertentu

yang dikendalikan untuk menghasilkan alkohol
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Tahapan kritis proses ) o
No. ) Penjelasan tahapan kritis
produksi

lemak sesuai dengan persyaratan SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

A ) ‘4;-}7'

fyéﬁia Margahayu
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK AMONIAK CAIR

Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
amoniak cair yaitu zat yang bersifat basa, berbau tajam dan tidak

berwarna dengan rumus kimia NHzs.

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI 06-0045-2006 Amoniak cair;

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 06-0045-2006;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 /M-
IND/PER/4/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem
Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;
dan

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk amoniak cair.

Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk amoniak cair dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,

Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
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dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk

amoniak cair, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup

yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek

yang mensubkontrakkan proses produksinya
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kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk dalam kemasan primer yang diajukan
untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk
produk, serta informasi terkait kemasan primer
produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan
tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi,
dari arah depan, belakang, samping, dan bagian

dalam.

c. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel

penanggung jawab proses produksi;
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dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat

Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
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SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI 06-
0045-2006 yang diperlukan untuk pengujian produk dan
mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.
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5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a.

Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI 06-
0045-2006. Apabila laporan hasil uji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu
dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk
yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi

kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan

terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

ketersediaan dan = pengendalian  dokumentasi

informasi prosedur dan rekaman pengendalian

mutu, termasuk pengujian rutin;

fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
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d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa unit desulfurasi, unit reforming, unit
purifikasi, unit konversi amoniak dan alat pengukur
volume;

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.

Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.
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6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi
8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.
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8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 35).

9. Penerbitan sertifikat
Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan
keputusan sertifikasi;
b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;
nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

A

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan,;

b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

c. nama dan alamat lokasi produksi; dan

d. informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan
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10.tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan

penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh

BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
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mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

7x

Keterangan:
y=11x
r =0,5x

G. Tahapan kritis proses produksi produk amoniak cair

Tahapan kritis proses
No ] Penjelasan tahapan kritis
produksi

1 Pemilihan bahan baku | Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang

ditetapkan atau peraturan yang terkait.

2 | Desulfurasi Proses desulfurasi dilakukan dengan metode
tertentu yang dikendalikan untuk menghilangkan
senyawa belerang yang terkandung pada bahan

baku
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No Lot Penjelasan tahapan kritis
produksi

3 | Reforming Proses reforming dilakukan dengan metode tertentu
pada suhu dan tekanan yang dikendalikan untuk
menghasilkan gas sesuai dengan persyaratan yang
diinginkan

4 | Purifikasi Purifikasi dilakukan dengan metode tertentu yang
dikendalikan untuk meghilangkan kandungan
karbon dioksida pada gas

5 | Sintesis amoniak cair | Sintesis amoniak cair dilakukan dengan metode
tertentu pada suhu dan tekanan yang dikendalikan
untuk menghasilkan amoniak cair yang sesuai
dengan persyaratan

6 | Pengemasan Pengemasan dilakukan berdasarkan persyaratan
SNI dan peraturan terkait

7 | Penandaan Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan
SNI dan peraturan terkait
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK ASAM KLORIDA
TEKNIS

Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk
asam klorida teknis yaitu bahan kimia berbentuk cairan yang
berasap dengan bau menyengat, jernih tak berwarna sampai
kekuning-kuningan, bersifat asam kuat dengan rumus kimia HCI,
yang dipakai sebagai bahan baku dan bahan penolong pada

industri.

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI 2557:2015 Asam klorida teknis;

2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 2557:2015;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 /M-
IND/PER/4/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem
Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;
dan

4. Peraturan lain yang terkait dengan produk asam klorida teknis.

Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.
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Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk asam klorida teknis dilakukan oleh LPK yang
telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065,
Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi
Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana
dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk asam
klorida teknis, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup
yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tahapan sertifikasi
1. Pengajuan permohonan sertifikasi
1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku
usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan
sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata
cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
a. informasi Pemohon:

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan produk

dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
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menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk dalam kemasan primer yang diajukan
untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk
produk, serta informasi terkait kemasan primer
produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan
tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi,
dari arah depan, belakang, samping, dan bagian

dalam.
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informasi proses produksi:

1.
2.

10.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 9 belum tersedia, Pemohon dapat

menyampaikan sampel produk kepada LSPro
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untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
2557:2015 yang diperlukan untuk pengujian produk dan
mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau

asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
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produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk

5.1

5.2

6.1

6.2

. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI 06-
2557:2015. Apabila laporan hasil wuji tersebut
menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu
dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk
yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah

memenuhi persyaratan pengujian awal.

. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan
terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung

jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan

produk terhadap persyaratan SNI;
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b. ketersediaan dan  pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian
mutu, termasuk pengujian rutin;

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaiman tercantum dalam huruf G,

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling
sedikit berupa reaktor, unit kondensasi, unit
purifikasi, alat titrasi dan alat pengukur volume,

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau
hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana
disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa
peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi.
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan
produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.
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6.4 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat wuntuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi
8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.
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Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan

keputusan sertifikasi;

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
3. nama dan alamat LSPro;
4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
5. acuan ke perjanjian sertifikasi;
6. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;
b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
c. nama dan alamat lokasi produksi; dan

d. informasi terkait proses sertifikasi.
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status akreditasi atau pengakuan LSPro;
tanggal penerbitan sertifikat;
tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10.tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.
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F. Penggunaan tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk Asam Klorida Teknis

Tahapan kritis

proses produksi

No

Penjelasan tahapan kritis

1 Pemilihan bahan
baku

Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang

ditetapkan atau peraturan yang terkait.

2 Sintesis HCI

Sintesis asam klorida dilakukan dengam metode
tertentu pada suhu yang dikendalikan untuk
menghasilkan gas HCI sesuai dengan spesifikasi

yang diinginkan

3 Kondensasi

Proses kondensasi dilakukan dengan metode
tertentu pada suhu yang dikendalikan untuk
mengubah wujud HCI dari gas menjadi cair.

4 Purifikasi

Purifikasi dilakukan dengan metode tertentu yang
dikendalikan untuk menghasilkan larutan asam

klorida yang bebas dari pengotor

5 | Pengemasan

Pengemasan dilakukan berdasarkan persyaratan

SNI dan peraturan terkait

6 Penandaan

Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan

SNI dan peraturan terkait

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sfu'niber Daya Manu31a, Organisasi, dan Hukum

Iryana

1O

Margahayu
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LAMPIRAN XV

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SAMPO

PEMBERSIH RAMBUT

Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk

Sampo Pembersih Rambut sesuai dengan lingkup SNI sebagai

berikut:

No

Nama Produk Bentuk Produk Persyaratan SNI

1.

Sampo Pembersih | Cair/Emulsi/Pasta/ | SNI 06-2642-1992

Rambut Batangan/Serbuk Shampoo
2. Sampo Pembersih | Cair SNI 16-4381-1996
Rambut bayi Sampo untuk bayi

Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup:

1.
2.

SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam huruf A;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara
Pembuatan Kosmetika yang Baik;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan
Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika;
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
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6. Peratuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika; dan
7. Peraturan lain yang terkait dengan produk Sampo pembersih

rambut.

Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk Sampo pembersih rambut dilakukan oleh LPK
yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065,
Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi
Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana
dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk
Sampo pembersih rambut, BSN dapat menunjuk LPK dengan
ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi
1. Pengajuan permohonan sertifikasi
1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku
usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan
sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata
cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
a. informasi Pemohon:
1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau  jabatan personel  yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan

sertifikasi;



- 184 -

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan

permohonan sertifikasi;
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foto produk dalam kemasan primer yang diajukan
untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan
samping), serta informasi terkait kemasan primer
produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan
tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi,
dari arah depan, belakang, samping, dan bagian

dalam.

. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan

ke wilayah Republik Indonesia;
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8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

9. bukti izin edar produk (NA/NC) sesuai peraturan
yang berlaku;

10. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

11. apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 10 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

12. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang
lingkup yang setara.

Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada
butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu
dilampirkan apabila Pemohon melakukan pengemasan
ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang telah
memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang

ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC



- 187 -

17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan standar  acuan metode  uji  yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau
asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan
produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta

personel kompeten yang melakukan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila
laporn hasil uji tersebut menunjukkan bahwa

seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
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terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan
terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu,
termasuk pengujian rutin;

c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf G,

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit
berupa reaktor untuk saponifikasi, alat pengeringan,
alat ekstrusi, alat pembuat serbuk granul, alat
pengukur berat atau volume;

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil
verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan
pada butir e yang membuktikan bahwa peralatan
tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil

verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
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dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat

produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak

sesuai; dan
pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk,
termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf ¢, huruf d dan huruf e.

Dalam hal Pemohon melakukan pengemasan ulang
produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku
ketentuan berikut:

a. apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka 6.2 dilakukan di lokasi
Pemohon pada tahapan pengemasan.

b. apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat
kesesuaian produk atau Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), maka inspeksi
pabrik atau asesmen proses produksi sebagaimana
diuraikan pada angka .6.2 dilakukan di lokasi
pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan

di lokasi Pemohon.
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6.5 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.6 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat wuntuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi
8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.
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Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan

keputusan sertifikasi;

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
3. nama dan alamat LSPro;
4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
5. acuan ke perjanjian sertifikasi;
6. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;
b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
c. nama dan alamat lokasi produksi; dan

d. informasi terkait proses sertifikasi.
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status akreditasi atau pengakuan LSPro;
tanggal penerbitan sertifikat;
tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

10.tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling

lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.
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F. Penggunaan tanda SNI
1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk Sampo Pembersih Rambut

No.

Tahapan kritis

proses produksi

Penjelasan tahapan kritis

Bentuk Produk

Cair

Emulsi

Pasta

Batangan

Serbuk

Pemilihan bahan
baku dan bahan

tambahan lainnya

Bahan baku dan bahan tambahan lainnya

harus memenuhi  persyaratan

yang
ditetapkan

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

Saponifikasi

dilakukan
yang dikendalikan

Proses saponifikasi dengan

reaktor pada suhu

untuk menghasilkan reaksi saponifikasi

yang konsisten

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

Netralisasi

dilakukan

tertentu dengan penambahan konsentrasi

Netralisasi dengan metode

asam yang dikendalikan untuk mengikat

kelebihan basa pada larutan

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

Pengeringan

Pengeringan dilakukan dengan metode
tertentu pada suhu dan tekanan yang
dikendalikan untuk memastikan sediaan
sampo yang dihasilkan tidak mengandung

air yang berlebih

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

berlaku

Ekstrusi

Proses ekstrusi dilakukan dengan alat
ekstrusi pada kecepatan dan tekanan yang
dikendalikan untuk menghasilkan padatan

sampo yang kuat dan tidak mudah patah

Tidak

beraku

Tidak

beraku

Tidak
beraku

Berlaku

Tidak

berlaku
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6. |Pembuatan serbuk | Pembuatan serbuk granul dilakukan | Tidak Tidak Tidak Tidak berlaku
granul dengan metode tertentu yang dikendalikan | beraku | beraku | beraku | beraku

untuk menghasilkan serbuk sampo sesuai
yang diinginkan

7. Pengemasan Pengemasan dilakukan sesuai persyaratan | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku berlaku
yang ditetapkan

8. Penandaan Penandaan pada kemasan sesuai dengan | berlaku | berlaku | berlaku | berlaku berlaku
persyaratan SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumbexj Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

TTD

BAMBANG PRASETYA
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK ARANG

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk

arang sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

No Nama Produk Persyaratan SNI

1. | Arang kayu peleburan | SNI 01-1506-1989 Arang kayu
logam peleburan logam

2. | Arang tempurung SNI 01-1682-1996 Arang
kelapa tempurung kelapa
Arang kayu SNI 01-1683-1989 Arang kayu

4. | Arang batok pala SNI 06-4366-1996 Arang batok

pala

5. | Bubuk arang SNI 06-4369-1996 Bubuk arang

tempurung kelapa tempurung kelapa

B. Persyaratan sertifikasi
Persyaratan sertifikasi mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana

dimaksud dalam huruf A;

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk arang.

C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.
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Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi produk arang dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,
Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk
melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk
arang, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi
1. Pengajuan permohonan sertifikasi
1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku
usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan
sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata
cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
a. informasi Pemohon:

1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

3. pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,

menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
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C.
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secara hukum untuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya
kepada pihak lain, menyertakan bukti
kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab  penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk, serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan
tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi,
dari arah depan, belakang, samping, dan bagian

dalam.

informasi proses produksi:

1.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
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struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta
prosedur inspeksi bahan baku produk;
dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 19 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro; dan
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11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang
lingkup yang setara.
Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada
butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu
dilampirkan apabila Pemohon melakukan pengemasan
ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang telah
memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

sertifikasi;
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c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan  standar acuan metode uji yang
dipersyaratkan; dan

d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik
atau asesmen proses produksi yang relevan dengan
pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk
disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan

evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila
laporn hasil wuji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi
kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus
dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau
pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
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Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan
terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu,
termasuk pengujian rutin;
fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantumd dalam huruf G,

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit
berupa Alat pembuatan bubuk arang (khusus untuk
bubuk arang), alat pengarangan, alat pengukur berat,

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil
verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan
pada butir e yang membuktikan bahwa peralatan
tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil
verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i.  pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk,
termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA
dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik

atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
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implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.

6.4 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.
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8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan

keputusan sertifikasi;

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;

nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

a H> LD

acuan ke perjanjian sertifikasi;



10.

- 205 -

pernyataan kesesuaian yang mencakup:

a.

b.
C.
d.

nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

nama dan alamat lokasi produksi; dan

informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.
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10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh
BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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G. Tahapan kritis proses produksi produk arang

No Tahapan kritis Penjelasan Tahapan Kritis
proses produksi
1 Pemilihan bahan | Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang
baku ditetapkan
2 Pengarangan Pengarangan dilakukan melalui proses
karbonisasi/ pirolisis dengan metode tertentu
yang dikendalikan untuk menghasilkan arang
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
3 Pembuatan bubuk | Pembuatan bubuk arang dilakukan dengan
arang (hanya metode tertentu yang dikendalikan untuk
untuk bubuk mendapatkan ukuran butir yang lolos ayakan 60
arang tempurung | mesh
kelapa)
Pengemasan Pengemasan dilakukan sesuai persyaratan SNI
S Penandaan Penandaan dilakukan pada kemasan sesuai

persyaratan SNI
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK BRIKET

A. Ruang lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk

Briket sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

No Nama Produk Persyaratan SNI

1. | Briket serbuk sabut SNI 19-4791-1998 Briket serbuk

kelapa sabut kelapa
2. | Briket arang kayu SNI 01-6235-2000 Briket arang
kayu

B. Persyaratan sertifikasi
Persyaratan sertifikasi mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam huruf A; dan

3. Peraturan lain yang terkait dengan produk Briket.

C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan

2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.

D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian
Sertifikasi produk Briket dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian
Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,

Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud
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dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk

melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk

Briket, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang

sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan sertifikasi

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku

usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan

sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata

cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian

berbasis SNI.

1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

1.

nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan
kedudukan atau jabatan  personel yang
bertanggungjawab atas pengajuan permohonan
sertifikasi;

bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

apabila Pemohon melakukan pembuatan produk
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain,
menyertakan bukti perjanjian yang mengikat
secara hukum wuntuk melakukan pembuatan
produk untuk pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek
yang mensubkontrakkan proses produksinya

kepada pihak lain, menyertakan bukti
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kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak
pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan
resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum
di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang
mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
Republik Indonesia; dan

pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi
bertanggungjawab penuh atas pemenuhan
persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan
proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses
terhadap lokasi dan/atau informasi yang
diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan

kegiatan sertifikasi.

b. informasi produk:

1.
2.

merek produk yang diajukan untuk disertifikasi,
jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk
disertifikasi;

SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan sertifikasi;

foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang
menunjukkan bentuk produk, serta informasi
terkait kemasan primer produk;

daftar bahan baku;

label produk; dan

apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan
tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi,
dari arah depan, belakang, samping, dan bagian

dalam.

c. informasi proses produksi:

1.
2.

nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
struktur organisasi, nama dan jabatan personel
penanggung jawab proses produksi;

dokumentasi informasi tentang pemasok bahan
baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta

prosedur inspeksi bahan baku produk;
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dokumentasi informasi tentang proses pembuatan
produk yang diajukan untuk disertifikasi,
termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak
lain;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian
rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi
atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh
terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan
bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat
ukur yang digunakan dalam pengukuran produk
dalam kemasan akhir;

dokumentasi informasi tentang prosedur dan
rekaman pengendalian dan penanganan produk
yang tidak sesuai;

dokumentasi informasi tentang pengemasan
produk dan pengelolaan produk di gudang akhir
produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan
ke wilayah Republik Indonesia;

lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah
Republik Indonesia;

menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan
sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan
produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap
persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan
terkait;

apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan
pada angka 9 belum tersedia, Pemohon dapat
menyampaikan sampel produk kepada LSPro
untuk diuji di laboratorium yang memiliki
perjanjian alih daya dengan LSPro; dan

apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat
Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang
diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi
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penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang

lingkup yang setara.
Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud
pada butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak
perlu dilampirkan bila Pemohon melakukan
pengemasan ulang produk yang dihasilkan oleh
pihak lain yang telah memiliki sertifikat kesesuaian
produk atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda

SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah

lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan
Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC
17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan

LSPro.

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan

permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro

menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi
dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan
untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang
diusulkan untuk disertifikasi;

b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
sertifikasi;

c. waktu yang diperlukan wuntuk pelaksanaan pengujian
berdasarkan  standar acuan metode uji yang

dipersyaratkan; dan
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d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau

asesmen proses produksi yang relevan dengan

pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk

disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan

evaluasi.

5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:

a.

Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi
produk dan proses produksi yang disampaikan
Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk
yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan
persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal
dilakukan berdasarkan laporan hasil wuji dari
laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang
mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila
laporn hasil wuji tersebut menunjukkan bahwa
seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah
terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk
disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan

pengujian awal.

5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi

kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi

6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus

dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau

pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses

produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
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Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan
terhadap:

a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung
jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan
produk terhadap persyaratan SNI;

b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi
informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu,
termasuk pengujian rutin;
fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;

d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan
baku sampai produk akhir paling sedikit pada
tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G;

e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi
termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit
berupa Alat pembuat serbuk arang, Alat
pengepresan/pengempaan dan pencetakan, Alat
pengukur berat;

f.  bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil
verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan
pada butir e yang membuktikan bahwa peralatan
tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil
verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukan
dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai
kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;

g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat
produk dalam kemasan akhir;

h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak
sesuai; dan

i.  pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk,
termasuk di gudang akhir produk yang siap

diedarkan.

Apabila pabrik telah menerapkan dan mendapatkan
sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO
9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN
atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA

dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik
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atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap
implementasi sistem manajemen terkait mutu produk

tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.

6.4 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi,
LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas
pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium
milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki

perjanjian alih daya dengan LSPro.

6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen
proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak
diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin
konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka
Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan
tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (Review)
7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk
menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk
memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh
Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik
memiliki proses produksi yang didukung dengan segala
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan
produk yang secara konsisten dan memenuhi
persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai

dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk
rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang
diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan

untuk disertifikasi.
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8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dari proses review.

Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh
satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam

proses evaluasi.

Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu
atau sekelompok orang yang sama dengan yang

melakukan review.

Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan
hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan
keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh

satu atau sekelompok orang yang sama.

LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait
alasan menunda atau tidak memberikan keputusan
sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan
keputusan tersebut. Apabila Pemohon  sertifikasi
menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses
sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses

evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan

sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan

keputusan sertifikasi;

b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
nama dan alamat LSPro;

nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

acuan ke perjanjian sertifikasi;

o kAW Dd

pernyataan kesesuaian yang mencakup:
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b.
C.
d.
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nama, merek, dan spesifikasi produk yang
dinyatakan memenuhi persyaratan;

SNI yang menjadi dasar sertifikasi;

nama dan alamat lokasi produksi; dan

informasi terkait proses sertifikasi.

status akreditasi atau pengakuan LSPro;

tanggal penerbitan sertifikat;

tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4

(empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan

tanda tangan yang mengikat secara hukum dari

personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2

(dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a.

Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan/atau

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan
beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama

tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro

atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui

kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang

akan beredar, penerima sertifikat harus

menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu

proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai

dilakukan surveilans pertama.

Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi;
dan

2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan

atau telah beredar.
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10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling
lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi,

melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

1.

Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh
BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN
mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda

kesesuaian berbasis SNI.

Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah

memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

Keterangan:
y=11x
r =0,5x
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Tahapan kritis proses produksi produk Briket

Tahapan kritis proses

= produksi

Penjelasan Tahapan Kritis

Pemilihan bahan baku

Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan

2 | Pengarangan
(jika dilakukan)

Pengarangan dilakukan dengan metode tertentu pada
suhu dan waktu yang dikendalikan untuk menghasilkan
arang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

3 | Pembuatan serbuk
arang

Pembuatan serbuk arang dilakukan dengan metode
tertentu yang dikendalikan hingga didapat bahan baku
yang halus sesuai persyaratan yang ditetapkan

4 | Pembersihan dari
pengotor/benda asing

Pembersihan bahan baku dilakukan dengan metode
tertentu hingga didapat bahan baku yang bebas dari
pengotor/benda asing

S | Pencampuran

Untuk briket arang kayu:

- Pencampuran arang dengan bahan penolong dilakukan
dengan metode tertentu yang dikendalikan agar
dihasilkan campuran yang homogen

Untuk briket serbuk kelapa (bila dilakukan):

- Pencampuran arang dengan bahan perekat dilakukan
dengan metode tertentu yang dikendalikan agar
dihasilkan campuran yang homogen

6 | Pengepresan/
pengempaan dan
Pencetakan

Pengepresan/ pengempaan dan pencetakan dilakukan
dengan metode tertentu yang dikendalikan agar dihasilkan
produk yang kompak dengan bentuk dan ukuran yang
sesuai persyaratan yang ditetapkan

7 | Pengeringan

Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu yang
dikendalikan agar dihasilkan produk dengan tingkat
kekeringan yang ditetapkan

8 | Pengemasan

Produk dikemas dalam wadah tertutup rapat, tidak
mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan
pengangkutan

9 | Penandaan

Penandaan dilakukan pada kemasan sesuai persyaratan

SNI
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